







































Skripsi dengan judul “Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex 
Posterior Derogat Legi Preori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang Illegal logging”, ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana kesesuaian antara nasakh dengan asas lex 
posterior derogat legi priori ? (2) Bagaimana tinjauan nasakh terhadap 
penerapkan asas lex posterior derogate legi priori dalam putusan Pengadilan 
Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging ?. 
Data penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Adapun 
untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 
teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah 
dokumen. Kemudian dalam menganalisis data,penulis menggunakan teknik 
deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan data 
dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan data yang ada. Dalam hal ini data 
tentang penerapan asas lex posterior derogat legi preori dalam putusan Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging, yang kemudian data diatas 
dianalisa dengan menggunakan teori nasakh. 
Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa ada kesesuaian antara 
nasakh dengan asas lex posterior derogat legi priori yang mana asas hukum lex 
posterior derogat legi priori di dalam literatur hukum Islam biasa disebut dengan 
nasakh atau na>sikh mansu>kh. Hal ini terlihat dari adanya kesesuaian atau 
kesamaan mulai dari segi unsur pengertian dan beberapa prinsip nasakh dengan 
asas lex posterior derogat legi priori, antara lain na>sikh harus lebih kuat atau 
sama kekuatannya dengan mansu>kh yang berarti aturan hukum yang baru harus 
sederajat atau lebih tinggi hirarkinya dari aturan hukum yang lama. Kemudian 
kesamaan antara tidak di nyatakannya secara langsung dan dinyatakannya secara 
langsung atau jelas adanya asas lex posterior derogat legi lex priori dalam aturan 
hukum terbaru, yang dalam nasakh ini disebut nasakh d{imni< (tidak jelas) dan 
nasakh s}ari>h (jelas). Kedua, hakim dalam putusannya terlihat sama sekali tidak 
mempertimbangkan bahwa pasal yang diterapkan olehnya telah dicabut dan telah 
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh peraturan baru yang mengatur materi sama 
yang telah berlaku positif sehingga mengabaikan asas lex posterior derogat legi 
priori. Yang kemudian jika ditinjau dari segi nasakhpengabaian terhadap asas lex 
posterior derogat legi priori di atas secara tidak langsung juga mengabaikan nilai-
nilai dan prinsip na>sikh mansu>kh (nasakh). 
Dari uraian di atas diharapkan bahwa para aparat penegak hukum (hakim) 
senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam 
masyarakat dan asas-asas yang berlaku dalam perundang-undangan. Sehingga 
keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat tetap terjunjung tinggi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, kerusakan hutan di 
Indonesia mencapai lebih dari 32 juta hektar, terbesar kedua di dunia 
setelah negara Brazil yang mengalami kerusakan hutan sampai 48 juta 
hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia  tentunya sangat 
mengancam kehidupan umat manusia. Dengan hilangnya hutan maka 
ekosistem akan rusak dan sumber air bersih akan hilang. Kerusakan 
ekosistem sudah kita rasakan dampaknya berupa ancaman perubahan 
iklim dengan suhu bumi yang semakin panas dan naiknya permukaan laut. 
Kondisi ini juga menjadi ancaman bagi kehidupan flora dan fauna yang 
merupan salah satu alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kebakaran 
hutan, konversi lahan, polusi dan banyaknya eksploitasi sumber daya 
alam semakin mengancam keanekaragaman hayati.
1
 
Perusakan ekosistem melalui penebangan liar atau sering disebut 
Ilegal logging merupakan tindakan pembalakan liar yang dilakukan secara 
sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal (tidak 
memiliki izin sah dari pemerintah) yang didasari untuk kepentingan atau 
motif-motif tertentu. Pembalakan liar atau penebangan liar (ilegal 
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 Ahmad Mas’ari, “Sustainable Development Perspektif Maqshid Al-Syariah”, Seminar Nasional 
Teknologi Informasi dan Industri (SNTIKI) 9 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru, (18-19 Mei, 2017), 716. 


































logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu 
yang tidak memiliki izin dari otoritas setempat. 
Esensi yang paling mendasar dari illegal logging yaitu 
pengrusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek 
ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak 
melalui perencanaan secara komperhensif, maka illegal logging sangat 
berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan 
lingkungan. Oleh karena itu tindakan melakukan perubahan langsung 
terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan 
hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 
Perusakan hutan, terutama berupa  pembalakan liar tanpa izin seperti ini 
telah menimbulkan kerugian negara, lingkungan hidup dan kerusakan 
kehidupan sosial budaya, serta meningkatkan pemanasan global yang 
telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.
2
  
Penebangan liar berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan 
kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu 
dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan 
pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Tingginya 
permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding 
dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari 
ketimpangan antara persediaan dan permintaan ini ikut mendorong 
penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi. Kondisi ini 
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diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi 
penebangan dan penimbunan kayu (log ground), dimana transaksi jual-
beli kayu tanpa dokumen berlangsung.
3
 
Secara normatif dalam upaya penegakan hukum tindak pidana 
illegal logging telah berlaku peraturan perundang-undangan di Indonesia 
seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tantang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (yang 
selanjutnya Undang-Undang ini oleh penulis akan disebut sebagai 
Undang-Undang Kehutanan). Namun karena Undang-Undang tersebut 
dirasa tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan 
secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi, maka disusun 
dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) hadir untuk menguatkan Undang-
Undang Kehutanan, dimana UU Kehutanan ini tidak ada yang menjerat 
pelaku perusakan hutan secara terkoordinasi yang dilakukan oleh 
korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tantang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) ini juga diatur 
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 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 179. 


































batas minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana illegal logging yang 
sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Kerjasama 
belateral terkait pencurian hasil hutan juga dimasukkan kedalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (P3H) ini. Misalnya, kayu dicuri dibawa ke Malaysia 
dan China, maka para penegak hukum di Indonesia dapat meminta 
bantuan Interpol untuk menangkap para tersangka tersebut.
4
  
Penegakan hukum tindak pidana illegal logging tidak hanya cukup 
pada hukum materilnya saja, namun ada asas-asas hukum dan hukum 
formil  yang dalam hal ini KUHAP (kitab undang-undang hukum acara 
pidana) yang harus ditegakkan oleh para pejebat penegak hukum, tanpa 
adanya penegakan seperti ini tentunya hukum materil tidak akan pernah 
maksimal. 
Namun dalam praktik hukum selama ini, masih ada penegakan 
hukum yang diwarnai adanya sikap dan tingkah laku pejabat/pelaksana 
penegak hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas-asas 
hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
di dalam KUHAP. Tidak jarang terjadi adanya pejabat penegak hukum 
yang melakukan penyimpangan seperti penyimpangan penerapan pasal 
yang kurang tepat misalnya, sehingga ada asas-asas yang dilanggar di 
dalam penegakan hukum tersebut. Hal tersebut disebabkan kerena 
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 Satriya Nugraha SP, ‚Pro Kontra UU Pemberantasan Perusakan Hutan‛, 
www.kompasiana.com/satriya1998/pro-dan-kontra-uu-pemberantasan-perusakan-
hutan_552023d6a33311d42bb67879#, diakses pada 17 Mei 2018. 


































memang mereka kurang memahami atau kurang mendalami ketentuan-




Dalam hal ketentuan pemidanaan misalnya terhadap 
pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan  Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (P3H) ini mengaturnya dalam pasal 12 huruf e Jo pasal 
83 ayat (1) huruf b yang menyatakan :  
‚mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah) ‛.  
 
Ini berarti bahwa pasal ini mengatur batas hukuman minimal bagi 
pelaku pidana yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 yang sebelumnya dalam pasal 
50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan tidak 
diatur batas minimalnya.  
Berlakunya pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan sendirinya telah mencabut 
beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 
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 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum (Malang: UMM Press, 2007), vi. 


































Kehutanan, hal ini ditegaskan dalam pasal 112 ketentuan penutup yang 
menyatakan: 
‚pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan pasal 
50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, 
serta huruf k; dan b. ketentuan pasal 78 ayat (1) mengenai 
ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) 
mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan 
huruf b, ayat (6), ayat (7) ayat (9) dan ayat (10) dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  sebagaiman 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tantang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku‛.6  
  
Pasal yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seperti 
diatas seharusnya tidak diterapkan lagi dalam menjatuhkan sanksi kepada 
terdakwa, oleh karena sudah muncul undang-undang sederajat yang 
terbaru yang mengatur tentang materi yang sama dengan sebelumnya, hal 
ini bersesuaian dengan asas hukum lex posterior derogate legi priori yang 
mempunyai arti ‚hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang 
lama‛.  Namun ketentuan tersebut diatas dalam putusan Pengadilan 
Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/Pn.Bla. tidak di implementasikan. 
Majelis hakim tetap menjatuhka pidana dengan pasal 50 ayat (3) huruf h 
Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan seperti yang dituntutkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya.  
Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya 
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 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan.  


































dibatalkan demi hukum oleh majelis hakim. Dalam pasal 143 ayat (2) 
KUHAP menyatakan:  
‚ penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur 
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan‛. 
Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan ‚surat dakwaan yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf b batal demi hukum. 
Dalam surat dakwaan tersebut sebenarnya Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) telah menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat 
tindak pidana dilakukan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang 
didakwakan terhadap terdakwa sudah tidak berlaku lagi.  Oleh karena 
peraturan perundang undangan menjadi dasar penuntut umum untuk 
mendakwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan sudah 
tidak berlaku lagi sejak 6 Agustus 2013, sedangkan tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 juli 2017, 
maka sudah seharusnyalah menurut hukum kepada terdakwa harus 
didakwa dengan undang-undang yang berlaku positif pada saat tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan asas lex posterior 
derogate legi priori. 
Terkait dengan siapa yang dapat membatalkan surat dakwaan 
sebagaimana dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP oleh karena tidak 
bersesuaian dengan asas lex posterior derogate legi priori diatas maka 


































dapat dikatakan hakimlah yang memiliki wewenang itu, karena secara 
prosesual pemeriksaan dan penelitian terhadap surat dakwaan 
berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai 
dengan prinsip proses persidangan, telah meletakkan wewenang dan 
tang\gung jawab sepenuhnya pemeriksasan perkara kepada hakim yang 
memimpin persidangn. Atas dasar prinsip ini yang berwenang 
menyetakan surat dakwaan batal adalah hakim, bukan terdakwa atau 
penasehat hukumnya.
7
    
 Dalam ilmu ushul fiqh terdapat metode nasakh atau dalam 
penelitian ini nanti juga akan ada beberapa penyebutan secara spesifik 
yaitu disebut dengan na>sihk mansu>kh. Metode nasakh ini dapat dijadikan 
pegangan ketika terdapat pertentangan dalil hukum dalam nash. 
Nasakhsendiri memiliki definisi: 
  ر ِّخَءاَتُم ِّيِعْرَش ِلِْيلَدِب ِّيِعْرَّشلا ِمُْكلحا ُعْفَر 
Maksudnya: 
‚menghapus suatu ketentuan hukum syara’ dengan dalil syara’ 
yang datangnya kemudian‛.8 
 
Atau lebih jelasnya ada dua unsur di dalamnya yaitu na>sikh adalah 
menghapus/membatalkan berlakunya suatu hukum syara’ yang telah ada 
oleh hukum syara’ yang datang kemudian. Sedangkan mansu>kh adalah 
suatu kententuan syara’ yang dihapuskan oleh hukum yang datang 
                                                          
7
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 394. 
8
 Zen Amiruddin, Ushusl fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2009), 161. 


































kemudian itu. Jadi na>sikh berarati menghapus, sedangkan mansu>kh 
berarti dihapus. 
Jadi metode nasakh ini ialah pembatalan hukum islam oleh suatu 
dalil yang menyatakan pembatalan secara jelas (s}a>rih) atau 
(implisit/d}imni), baik pembatalan meliputi hukuman secara keseluruhan 
(kulli) maupun hanya meliputi sebagian (juz’i), dan pembatalan ini karena 
adanya suatu kepentingan tertentu.
9
  
Metode ini dapat digunakan apabila kedua dalil yang bertentangan 
dapat diketahui mana dalil yang lebih dahulu datang dan mana dalil yang 




Apabila dalam suatu putusan telah terjadi kekeliruan dan 
kemudian putusan tersebut di jadikan yurisprudensi oleh hakim yang lain, 
maka yang akan terjadi di masyarakat adalah ketidak pastian hukum dan 
ketidak adilan dalam masyarakat. Berangkat dari uraian latar belakang 
diatas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala 
permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: 
‚Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogate Legi 
Preori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang Illegal logging‛. 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Tim Tsalisah (Bogor: PT 
Kharisma Ilmu, 2007), 250. 
10
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara 
Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 201. 


































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 
dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut: 
a. Faktor yang melatarbelakangi terjadianya tindak pidana illegal 
logging. 
b. Tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana illegal logging. 
c. Sanksi pidana positif dan pidana Islam terhadap tindak pidana 
illegal logging. 
d. Tinjauan hukum acara pidana terhadap dakwaan jaksa penuntut 
umum dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging. 
e. Penerapan asas lex posterior derogate legi priori dalam putusan 
Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. 
Tentang illegal logging. 
f. Kesesuaian antara teori nasakh dengan asas lex posterior derogat 
legi priori. 
g. Tinjauan hukum acara pidana terhadap pertimbangan hakim dalam 
putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging. 
h. Tinjauan nasakh terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan 
asas lex posterior derogate legi priori dalam putusan Pengadilan 


































Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal 
logging. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis 
memberikan batasan masalah sebagai berikut: 
a. Kesesuaian antara teori nasakh dengan asas lex posterior derogat 
legi priori. 
b. Tinjauan nasakh terhadap penerapkan asas lex posterior derogate 
legi priori dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging. 
 
C. Rumusan masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kesesuaian antara teori nasakh dengan asas lex 
posterior derogat legi priori  ? 
2. Bagaimana tinjauan nasakh terhadap penerapkan asas lex posterior 
derogate legi priori dalam putusan Pengadilan Negeri Blora 
Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging ? 
  


































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar maslah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang sudah ada.
11
 
Skripsi yang membahas tentang tindak pidana illegal logging 
cukup banyak ditulis, anatara lain: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni mahasiswa 
progaram studi siyasah jinayah (SJ) pada tahun 2013. Skripsi ini 
berjudul ‚Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung 
Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 dalam Perspektif Fikih Jinayah‛. 
Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sanksi pidana yang 
terdapat pada pasal 61 dalam Perda Jatim No. 4 Tahun 2004 
tentang pengelolaan hutan. Disebutkan bahwa sanksi terhadap 
pelanggaran pengelolaan hutan yang tidak memiliki izin dari 
pemerintah yang terjadi di Desa Pojok Kecamatan Kedung Adem 
Kabupaten Bojonegoro adalah sanksi pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 5.000.000,-(lima 
juta rupiah). Sedangkan menurut pandangan Hukum Pidana Islam 
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 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: t.p, 2014), 8. 


































perbuatan tersebut dikatagorikan sebagai jinayah yang mana dapat 
dikenai sanksi ta’zi>r.12 
2. Skripsi yang ditulis oleh Yarham Hamzah mahasiswa Program 
Studi Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2013. Skripsi ini 
berjudul ‚Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal 
Logging (Studi Kasus Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)‛. 
Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah bentuk-bentuk tindak 
pidana illegal logging yang terjadi di Kabupaten Mamuju 
Sulawesi Barat. Selain itu skripsi ini juga membahas penerapan 
hukum dalam perkara tindak pidana illegal logging terhadap 
putusan banding No: 103/PID/2009/PT.MKS. yang intinya secara 
formil apakah telah sesuai dengan prosedur pengajuan banding 
yang ada dalam undang-undang, dan juga secara materil apakah 
penerapan pasal serta unsur-unsurnya telah tepat serta sesuai 
dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
13
  
Telah banyak skripsi yang membahas terkaittindak pidana illegal 
logging. Namun hal ini akan berbeda dengan skrispi yang dibahas oleh 
penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap pertimbangan 
hakim dalam memutus dengan menggunakan pasal yang telah dicabut 
atau tidak berlaku lagi, sehingga hakim dalam memutus pidana illegal 
                                                          
12
 Muhammad Abdul Ghoni, ‚Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem 
Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 dalam 
Perspektif Fikih Jinayah ‛, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel 2013). 
13
 Yarham Hamzah, ‚Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus 
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)‛, (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar 2013). 


































logging ini tidak menggunakan asas lex posterior derogate legi priori, 
sehingga nantinya penulis dapat mengkajinya melalui teori nasakh yang  
relevan dengan topik pembahasan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak 
dicapai dalam penulisan skripsi, adalah: 
1. Untuk mengetahui tentang Kesesuaian antara teori nasakh dengan 
asas lex posterior derogat legi priori. 
2. Untuk mengetahui tinjaun nasakh terhadap penerapkan asas lex 
posterior derogate legi priori dalam putusan Pengadilan Negeri 
Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal logging. 
 
F. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, adalah: 
1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian memiliki konstribusi 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 
hukum. Dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan 
pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum Islam. Selain itu 
juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 
berikutnya agar lebih mudah. 
2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian memberikan solusi terhadap 
permasalahan pembangunan dan atau masyarakat secara praktis. 


































Dalam hal ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi 
masyarakat Indonesia agar lebih memperhatikan bagaimana 
menjaga lingkungan terutama dari pembalakan liar atau illegal 
logging, serta bagaimana pengaturan tindak pidana illegal logging 
di Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan oleh para penegak 
hukum untuk selalu menegakan hak-hak dari para pencari 
keadilan. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam 
skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar 
lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun 
yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang 
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 
kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang 
akan diteliti.
14
 Maka dari itu perlu adanya penjelasan operasional dari 
skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex 
Posterior Derogate Legi Priori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora 
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132. 


































Berikut adalah beberapa definisi operasional dari judul tersebut: 
1. Nasakh atau juga disebut dengan Na>sikh Mansu>kh adalah 
menghapus suatu ketentuan hukum syara’ dengan dalil syara’ 
yang datangnya kemudian. 
2. Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori adalah asas yang berarti 
undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-
undang yang lama. 
3.  Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan 
penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari 
otoritas setempat. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti 
sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, 
membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
15
 
Berikut metode penelitiannya: 
1. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan 
penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim terkait 
putusan pidana yang masih memutus menggunakan pasal yang 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3. 


































telah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagiamana dalam putusan 
Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. dan 
data juga diambil dari pustaka atau buku dan lain-lain yang 
berkaitan dengan teori yang diambil, dalam hal ini teori nasakh. 
2. Sumber data  
a. Sumber data skunder 
Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan 
adalah data skunder. Data skunder dibedakan antara bahan 
hukum: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 
mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut bisa 
terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan dalam pembuatan suatu peraturan 
perundang-undangan, dan putusan hakim.
16
 Dalam hal ini penulis 
memakai beberapa bahan hukum primer, anatara lain: 
a) Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. 
b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. 
c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47. 


































2) Bahan hukum skunder 
Bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang 
hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi 
tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu 
atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, 
disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan hakim.
17
 Dalam hal ini penulis 
telah banyak menggunakan sumber refrensi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diangkat, diantaranya: 
a) Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqih, Saefullah 
Ma’sum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid 
Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi. Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1994. 
b) Khalil al-Qatta>n, Manna>’. Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, 
Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusa, 2013. 
c) Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan 
Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, 
Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. 
d) Alim, Muhammad. Asas-asas Negara Hukum Modern 
Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan 
Ketatanegaraan, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010. 
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e) Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan 
Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi 
kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, yaitu pengumplan data yang diperoleh dari buku, 
artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan untuk tahapannya adalah 
menelusuri buku, artikel, dan jurnal yang tercetak atau termuat di 
perpustakaan, toko buku, dan internet. Dokumentasi dalam 
penelitian ini meliputi dokumentasi putusan Pengadilan Negeri 
Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. sebagai sumber bahan 
hukum primer, serta dokumentasi teori-teori tentang nasakh 
sebagai bahan hukum sekunder. 
4. Teknis Analisis Data 
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif. 
deskriptif analisis yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan 
cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang 
dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga 
membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.
18
 
Maksudnya dalam hal ini menguraikan tentang putusan baik 
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 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993), 71.  
 


































deskripsi kasus, mengenai pertimbangan hakim, penerapan pasal 
dan amar putusan mengenai penerapan asas lex posterior derogat 
legi priori yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Blora 
Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. 
Pola fikir deduktif adalah pola fikir yang berangkat dari 
variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori nasakhyang 
kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus 
dalam hal ini pertimbangan hukm hakim tentang penerapan asas 
lex posterior derogat legi priori di dalam putusan Pengadilan 
Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang illegal 
logging.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan alur 
penulisan skripsi, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk essay 
agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika 
pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai 
berikut: 
 
1. BAB PENDAHULUAN 
Bab I ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, 
Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian 


































Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi 
Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
2. BAB KERANGKA TEORITIS 
Bab II ini membahas tentang kerangka teori sebagai 
landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian. Dalam hal 
ini adalah membahas teori terkait dengan nasakhdan lex posterior 
derogate legi priori. 
3. BAB DATA PENELITIAN 
Bab III ini akan menyajikan variabel yang diteliti secara 
objektif dan tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam bab ini 
akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: identitas 
terdakwa, kasus posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar 
putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. 
4. BAB ANALISIS DATA 
Bab iv ini merupakan analisis dari nasakhterkait penerapan 
asas lex posterior derogate legi priori dalam putusan Pengadilan 
Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. 
5. BAB PENUTUP 
Bab v ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang 
berisi kesimpulan dan saran. 



































TEORI NASAKH DAN ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI 
 
A. Pengertian Nasakh 
Secara etimologi, kata nasakh atau yang sering disebut dengan 
na>sikh Mansu>kh dalam hukum Islam berasal dari akar kata nasakha (خسن). 
Dalam kamus bahasa Arab kata ini memiliki beberapa macam arti, 
diantaranya: 
1. Menghapus atau menghilangkan sesuatu 
Nasakha bisa berarti menghapus sesuatu. Dalam bahasa Arab 




2. Menyalin atau menukil buku 
Nasakha bisa berarti juga menyalin. Dalam bahasa Arab contoh 
kalimatnya adalah: (باتكلا تخسن)/ saya menyalin kitab, yaitu menyalin apa 




Nasakha juga bisa berarti merubah. Dalam bahasa arab contoh 
kalimatnya adalah: (رادلاراثا حيرلا تخسن)/angin telah merubah sisa-sisa 
puing rumah (menjadi tidak tampak). 
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 Abi Nas}r Isma’il bin H{amma>d al-Jauhari>, Ta>j al-Lughah wa S}iha>h} al-‘Arabiyyah Juz 1, (Beiru>t: 
Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 363.  
2
 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu al-Qur’an Membahas Ilmu-ilmu Pokok 
dalam Menafsirkan al-Qur’an,  (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 138. 


































Menurut jumhur ulama’ yang sepakat tentang konsep na>sikh 
mansu>kh adalah dalam arti poin 1) menghapus sesuatu dan poin 3) 
merubah. Jumhur ulama’ memberikan pengertian terminologi bahwa 
nasakh adalah: 
ر ِّخَءاَتُم ِّيِعْرَش ِلِْيلَدِب ِّيِعْرَّشلا ِمُْكلحا ُعْفَر 
Maksudnya: 
‚Menghapus suatu ketentuan hukum syara’ dengan dalil syara’ 
yang datangnya kemudian‛.3 
 
Na>sikh adalah ism al-fa’il dari kata nasakha yang berarti yang 
menghilangkan atau yang merubah dan mansu>kh merupakan ism al-
maf’ul-nya, yang berarti yang dihilangkan atau yang dirubah. Maka dari 
itu secara terminologi na>sikh adalah hukum syara’ atau dalil syara’ yang 
menghapuskan atau mengubah hukum yang terdahulu dan menggatinya 
dengan ketentuan hukum baru yang ada setelahnya. Sedangkan mansu>kh 
adalah ketentuan hukum atau dalil yang telah diubah dengan ketentuan 
atau dalil yang baru.
4
 
Dalam ensiklopedi hukum pidana islam, nasakh diartikan sebagai 
pembatalan suatu hukum Islam oleh suatu dalil yang menyatakan 
pembatalan secara jelas (s}ari>h) atau secara tidak jelas (implisit/d{imni>), 
baik pembatalannya meliputi hukum secara keseluruhan (kulli) maupun 
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 Zen Amiruddin, Ushusl fiqh, 161. 
4
 Abdul Jalal, Ulumul Qur’an, (Surabaya: CV Dunia Ilmu, 2013), 123-124. 






































Subhi Ash-Shalih memberikan terminologi terhadap nasakh yaitu 
mengangkat hukum syara’ dengan dalil syara’. Sedangkan Qathan 
mendefinisikan nasakh pula dengan mengangkat hukum syara’ dengan 
dalil syara’ yang lain.6 Terminologi yang diberikan oleh kedua tokoh 
diatas tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Maksudnya, suatu 
hukum yang telah ditetapkan bisa saja dibatalkan kemudian digantikan 
oleh hukum yang lain. Atau suatu ayat yang telah diturunkan secara 
makna dan lafal bisa saja dicabut kembali lafal, makna (hukumnya) atau 
lafal sekaligus maknanya. 
 
B. Dalil Adanya Nasakh dan Syarat-Syaratnya. 
1. Dalil Adanya Nasakh 
Tentang argumentasi adanya nasakh di dalam al-Qur’an  ada 
beberapa dalil yang diberikan oleh jumhur ulama’ yang mendukung 
adanya teori na>sikh mansu>kh, dalil tersebut adalah dalil naqli dan dalil 
‘aqli, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dalil naqli 
Jumhur ulama’ yang mengakui adanya nasakh dalam al-Qur’an 
selalu mengutip Q.S. al-Baqarah ayat 106 sebagai argumen utama:  
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 250. 
6
 Kadar M. Yusuf, Studi al-Qur’an, (Jakarta: AMZAH, 2014), 109. 


































                                   
        
Artinya: 
‚Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan 
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik 
daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu 
mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu‛.7 
Inilah ayat yang dijadikan landasan teori oleh jumhur ulama’ yang 
meyakini adanya konsep nasakh dalam al-Qur’an. Para sarjana klasik 
(mutaqaddimin) imenafsirkan teks tersebut, dan beberapa teks senada 




Menurut ahli tafsir terkemuka dari kalangan yang pro terhadap 
adanya nasakh dalam al-Qur’an, yaitu Ibnu Kathsi>r, kata nasakh yang 
termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106 bermakna tabdi>l (mengubah) 
dan (menghapus). Dalam konteks ini, yang diubah adalah ketentuan 
hukum yang terkandung dalam ayat. Sehingga yang semula boleh menjadi 
tidak boleh, dan yang semula tidak boleh menjadi boleh. Perubahan 
hukum ini menurut Ibnu Kathsi>r terjadi dalam al-Qur’an jika ada ayat 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9,  
(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 21. 
8
 Rusydie Anwar, Pengantar Ulumul Qur’an dan Ulumul Hadits Teori dan Metodologi, 
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 90.  






































Ayat kedua yang juga sering dijadikan argumentasi oleh jumhur 
ulama’ yang mendukung adanya na>sikh mansu>kh dalam al-Qur’an adalah 
Q.S. al-Nahl ayat 101: 
                                    
            
Artinya: 
‚Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain 
sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang 
diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah 
orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka 
tiada mengetahui‛.10 
Menurut Manna>’ Khali>l al-Qatta>n, ayat ini adalah dalil yang 
menyatakan terjadinya na>sikh mansu>kh dalam al-Qur’an. Bahkan, beliau 
mengklaim bahwa pendapat yang terkuat dan merupakan pendapat 
mayoritas ulama’ dalam masalah perdebatan ada tidaknya na>sikh 
mansu>kh dalam al-Qur’an  .11 
b. Dalil aqli 
Nasakh itu secara rasional dapat diterima atau dibenarkan oleh 
akal manusia. Nasakh itu tidak terlarang, akal tidak menganggap mustahil 
                                                          
9
 Imam Ibnu Kas|ir ad-Damasyqi, Tafsi>r Ibnu Kas|ir  al-Qur’a>n al-Azi>m, Terjemahan Bahrun Abu 
Bakar juz 1 (Bandung:Sinar Baru Algensindo), 807. 
10
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 Manna>’ Khalil al-Qatta>n, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, Terjemahan Mudzakir AS (Bogor: Litera 
AntarNusa, 2013),333.  


































adanya nasakh. Bisa terjadi menurut akal, sebab nasakh itu didasarkan 
dari kebijaksanaan Allah SWT yang mengetahui kemaslahatan hambanya 
sehingga Allah menyuruh manusia melakukan sesuatu pada waktu 
tertentu, kemudian melarang melakukan perbuatan tersebut di waktu lain 
karena ada mudharatnya. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa na>sikh 




Contohnya dalam al-Qur’an sendiri, adalah pengharaman minuman 
keras yang ayatnya turun secara bertahap. Pada mulanya di Q.S. An-Nahl 
ayat 67 Allah dengan halus menyatakan bahwa dari buah kurma dan 
anggur bisa dibuat berbagai minuman, baik yang sehat maupun yang 
memabukkan: 
                               
         
Artinya: 
‚Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 
memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang memikirkan‛.13 
Ayat tersebut di atas diturunkan sebelum adanya pengharaman 
khamr. Ayat di atas menunjukan antara minuman yang memabukkan baik 
yang dibuat dari kurma ataupun anggur, demikian juga hukum seluruh 
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 H.M. Shalahuddin Kamid, Study Ulumul Qur’a>n (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 
2002), 306. 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, 372. 


































minuman yang dibuat dari biji gandum, jagung dan madu sebagaimana 
sunah nabawi datang dengan menjelaskan hal tersebut. Ibn Abbas 
berpendapat tentang kata ‚sakaran wa rizqan hasanan‛ pada ayat di atas, 
bahwa As-Sukr adalah apa yang diharamkan dari kedua buah tersebut. 




Al-Qurtubi> dalam tafsirnya menuliskan bahwa antara kebaikan 
Allah kepada umat Islam, Allah tidak menjadikan syariat Islam turun 
secara sekaligus, khawatir sangat memberatkan, akan tetapi Allah 
menurunkan hukum secara bertahap. Dan diantara hukum yang diterapkan 
secara bertahap adalah perihal hukum pelarangan minuman keras.
15
 Hal 
ini menunjukan bahwa nasakh dalam al-Qur’an itu didasarkan 
kebijaksanaan Allah dan ilmu-Nya yang maha mengetahui kemaslahatan 
hambanya di setiap perubahan waktu, Allah membolehkan manusia 
melakukan sesuatu pada waktu tertentu, kemudian melarang melakukan 
sesuatu tersebut pada waktu lain. Karena itu secara rasional, penggantian 
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 Ibn Kas|ir, Tafsir Ibnu Kas|ir al-Qur’an al-Adzim, Terjemahan Bahrun Abu Bakar Juz 14,  
(Bandung: Sianar Baru Algensindo, 2003), 191-192. 
15
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2. Syarat-Syarat Nasakh 




a. Na>sikh harus terpisah dari mansu>kh. 
Nas yang membatalkan (na>sikh) itu datang kemudian, karena na>sikh 
menjelaskan berakhirnya pemberlakuan suatu ketentuan hukum. Oleh 
karena itu, na>sikh (yang membatalkan) datang sesudah ketentuan 
hukum yang dibatalkan (mansu>kh) dan kedua ketentuan hukum 
tersebut harus sama kuatnya.
17
 
b. Na>sikh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansu>kh. 
Kaidah umum hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada yang dapat 
menasakh suatu nas kecuali nas yang sama kuat atau yang lebih kuat 
darinya. Sebuah nas tidak dapat menasakh nas yang lebih kuat 
darinya. Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an, sunah, ijma’, dan 
qiyas serta segala keputusan, undang-undang, dan ketetapan 
penguasa. Dari sekian sumber hukum Islam diatas yang merupakan 
sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur’an dan Sunah karena 
keduanya membawa dasar-dasar hukum Islam dan hukum-hukumnya, 
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 A. syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
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c. Na>sikh  dan Mansu>kh harus berupa hukum-hukum syara’. 
Na>sikh  dan Mansu>kh itu terjadi apabila berhubungan dengan hukum 
syara’, bukan berhubungan dengan akidah atau keimanan, sebab 
akidah atau keimanan ini sifatnya sudah paten.  
d. Mansu>kh tidak dibataskan kepada suatu waktu. 
Hukum yang dibatalkan bukanlah ketentuan yang berkaitan dengan 
waktu, dimana bila berakhirnya waktu maka berakhirlah pula 
berlakunya hukum tersebut. Seperti di dalam Q.S al-Baqarah ayat 
187 disebutkan: 
              
Artinya: 
‚Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.‛19 
 
Dalam ayat di atas disebutkan bahwa dengan datangnya malam hari 
dengan sendirinya juga berakhir puasa yang dilaksanakan, dengan 
begitu ayat itu sendiri telah menetapkan bahwa puasa itu akan 
berakhir bila malam tiba.  Maka tidak dibenarkan terjadinya nasakh 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, 29. 
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C. Macam-Macam Na>sikh Mnasu>kh (Nasakh) 
Nasakh memiliki tiga pola, yaitu: 
1. Nasakh hukum dan tilawahnya secara bersamaan. Dalil yang 
menunjukkan terjadinya pola ini adalah hadits sama’i yang bersumber 
dari Aisyah, H.R. Muslim.
21
 
 َك َنا  ِف ْي َم ُا ا ْن ِز َل  ِم ْن  ُقلا ْر َا ِن  َع ْش ُر  َر َض َع  تا  َم ْع ُل ْو َم  تا  َْي ِر ُم َّن  َُّث  ُن ْس ِخ ُن  َِب ْم  س  َم ْع ُل ْو َم  تا 
 َف َت َو َّفّ ََ لى الله عليه وسلم  لله  لوور  ُه َّن  ِف ْي َم َي ا ْق َر ُأ  ِم َن  ُقلا ْر َا ِن  
 
Artinya: 
‚Pernah diturunkan ayat tentang hukum 10 kali susuan yang 
ditentukan, maka ia menyebabkan menjadi muhrim, lalu ia diganti 
hukumnya dengan 5 kali susuan yang ditentukan, lalu Rasulullah 
wafat. Hukum tersebut pernah menjadi bagian dari yang terbaca 
dalam al-Qur’an‛. (H.R Muslim) 
 
Menurut mayoritas ulama bahwa riwayat tersebut muttasil dan 
marfu>’ hanya saja termasuk hadits ah}a>d.22 
2. Nasakh hukum sedangkan tilawahnya tetap. Nasakh semacam ini 
sedikit sekali ditemukan di dalam al-Qur’an, namun ada juga orang 
yang berlebihan dalam menetapkan nasakh seperti ini. Menurut 
Manna>’ Khalil al-Qatta>n nasakh seperti ini setidaknya memiliki dua 
hikmah:
23
 pertama, karena al-Qur’an disamping dibaca untuk 
diketahui dan diamalkan hukumnya, juga ia dibaca karena ia adalah 
kalamullah yang membacanya mendapat pahala. Maka ditetapkanlah 
tilawah karena hikmah ini. Kedua, pada umumnya nasakhitu untuk 
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 Muslim, S}ah}i>h} Muslim (Bandung: Dahlan, t.th.), 616. 
22
 Tim Penyus un MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi al-Qur’an (Surabaya: UIN Sunan 
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meringankan. Maka ditetapkanlah tilawah untuk mengingatkan akan 
nikmat dihapuskannya kesulitan (masyaqqah). Misalkan menasakh 
ayat ‘iddah satu tahun dalam surat al-Baqarah: 240 dangan ayat: 234 




3. Nasakh tila>wah sedangkan hukumnya tetap. Salah satu contoh nasakh 
macam ini,  seperti ayat rajam yang mula-mulanya terbilang ayat al-
Qur’an, kemudia ayat ini dinyatakan telah dinasakhkan bacaannya 
sedangkan hukumnya tetap berlaku. Seperti hukum rajam dari 
riwayat Umar bin Khattab dan Ubai bin Ka’ab :25  
 َك َنا  ِف ْي َم ُاا ْن ِز َل  ِم َن  ْلا ُق ْر َا ِن  ُخْيَّشلا  ََ َّشلا ْي َخ ُة  ِا َذا  َِينَزا  ِلله  َنِم الًاَكَن َةَت َبلا َا مهٌْوَُجَْرَاف  
Artinya: 
‚Termasuk bagian hukum yang pernah tertuang di dalam al-
Qur’an adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah 
sama-sama punya istri dan suami melakukan perzinaan, maka 
rajamlah mereka, sebagai hukuman dari Allah‛. 
 
Sebagian ulama tidak mengakui nasakh semacam ini, sebab 
khabarnya adalah khabar ahad. Padahal tidak dibenarkan memastikan 
turunnya al-Qur’an dan nasakhnya dengan khabar ahad. 
Nasakh terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 
1. Nasakh al-Qur’an dengan al-Qur’an. Para ulama yang mengakui 
adanya nasakh telah sepakat adanya nasakh al-Qur’an dengan al-
Qur’an, dan itu-pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu 




 Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi al-Qur’an, 147. 


































contohnya adalah ayat ‘iddah satu tahun di-nasakhdengan ayat ‘iddah 
empat bulan sepuluh hari.  
2. Nasakh al-Qur’an dengan sunah, nasakh semacam ini terbagi menjadi 
dua, pertama: nasakh al-Qur’an dengan hadits ahad. Jumhur ulama 
berpendapat, hadis ahad tidak bisa menasakhkan al-Qur‟an, karena 
al-Qur‟an adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa 
ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis ahad adalah nas 
yang bersifat zhanni, karena ada kemungkinan salah dan jumlah 
perawinya dibawah hadis mutawatir. Dan tidak sah pula menghapus 
suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifatnya dugaan atau 
diduga. Yang kedua: nasakh al-Qur’an dengan sunah mutawattir. 
Adapun menaskhkan al-Qur’an dengan sunah mutawatir para ulama 
berbeda pendapat. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu 
riwayat membolehkannya, sebab mereka beralasan bahwa keduanya 
sama-sama wahyu Allah. Dasar argumentasi mereka adalah firman 
Allah Q.S. An-najm ayat 3-4.  
                     
Artinya: 
‚Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut 
keinginannya. Tidak lain (Al-Qur’an itu) adalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya).‛26 
3. Nasakh sunnah dengan al-Qur’an. Jumhur ulama membolehkan 
nasakh seperti ini. Salah satu contohnya adalah menghadap ke Baitul 
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Maqdis yang ditetapkan oleh Sunnah, kemudian turun ayat 144 surah 
al-Baqarah yang memerintahkan Rasulullah menghadapkan kiblatnya 
ke Masjidil Haram. Hal ini berarti hadits Af’aliyah Rasulullah itu 
dihapus oleh ketentuan al-Qur’an.27 
4. Nasakh sunah dengan sunah. Seperti larangan berziarah kubur pada 
waktu permulaan Islam. Kemudian Rasulullah dengan haditsnya yang 
lain memperbolehkan ziarah kubur setelah masyarakat mengetahui 
hakikat ziarah kubur. Seperti dalam hadits riwayat Muslim: 
 ُك ْن ُت  َن َه ْي ُت ُك ْم  َع ْن  ِز َي ِة  ْلا ُق ُب ْو ِر  َف َلا ْن  َف ُز َْ ُر َْ َها  
Artinya: 
‚Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang 
berziarahlah‛ (H.R Muslim)28 
 
Sedangkan nasakh sunah dangan sunah semacam ini terbagi 
pada empat macam, yaitu: Nasakh sunah mutawatir dengan sunah 
mutawatir, nasakhsunah ahad dengan sunah ahad, nasakh sunah ahad 
dengan sunah mutawatir, dan nasakh sunah mutawatir dengan sunah 
ahad. 
Sedang Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān dalam bukunya menjelaskan 
bahwa nasakh ijma’ dengan ijma’ dan qiyas dengan qiyas atau menasakh 
dengan keduanya, menurut pendapat yang sahih tidak dibolehkannya.
29
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Sedangkan jika dilihat dari segi kejelasannya, maka nasakh dibagi 
menjadi dua macam. Pertama, nasakh s}ari>h (jelas) adalah adanya suatu 
suatu nas yang membatalkan nas sebelumnya secara jelas, atau bisa  
dikatakan bahwa nasakh s}ari>h ini merupakan nasakh yang menyatakan 
secara jelas bahwa hukum yang dimansu>kh telah habis masa berlakunya. 
Misalnya QS. al-Baqarah ayat 142: 
                             
                       
Artinya: 
‚Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, 
‚apakah yang memalingkan mereka (muslim) dari kiblat yang 
dahulu mereka (berkiblat) kepadanya ?‛ katakanlah (Muhammad), 
‚milik Allah lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus.‛‛ 30 
 
Kemudian, Allah SWT berfirman dalam ayat berikutnya yaitu QS. 
al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi : 
                                  
                             
                            
Artinya: 
‚Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, 
Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang 
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan 
dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan 
                                                          
30
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, 22. 


































Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al 
kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke 
Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.‛31 
 
Nampak secara jelas (s}a>rih{) bahwa ayat ini menasakhayat kiblat 
yang terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. 
Yang kedua, nasakh d{imni< (tidak jelas) adalah adanya nas baru 
yang tidak menyinggung nas sebelumnya, tetapi berisi ketentuan yang 
berlawanan dengan ketentuan yang pertama yang tidak mungkin 




Selanjutnya apabila nasakh dilihat dari segi keluasan 
jangkauannya terhadap hukum yang dikandung dalam suatu ayat, maka 
nasakh terbagi pada dua macam, pertama; Naskah kulli, adalah nasakh 
yang mencakup seluruh hukum yang terkandung dalam suatu ayat, 
misalkan; penghapusan iddah wafat selama satu tahun yang diganti 4 
bulan 10 hari. Dan kedua; nasakh juz’i, yaitu menghapus hukum umum 
yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi 
individu, atau menghapus hukum yang bersifat muthlak dengan yang 
bersifat muqayyad.
33
 Contohnya hukum dera sebanyak 80 kali bagi orang 
yang menuduh zina (qodzaf) kepada seorang wanita tanpa adanya saksi 
pada surah an-Nur ayat 4: 
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                                 
                     
Artinya: 
‚Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 
Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, 
dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.‛34 
 
Ayat itu di hapus oleh ketentuan lain, bersumpah empat kali 
dengan nama Allah, jika si penuduh suami yang tertuduh, pada ayat 6 
dalam surat yang sama:  
                            
                  
Artinya: 
‚Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal 
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka 
sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-
orang yang benar.‛35 
 
D. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori 
Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan 
berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas perundang-undangan berarti 
dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan di dalam menerapkan 
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perundang-undangan. Padanan kata asas ini adalah prinsip yang berarti 
kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan 
bertindak. 
Dalam hal aturan perundang-undangan tentunya semakin hari atau 
dari masa ke masa akan semakin usang. Semakin usangnya peraturan 
perundang-undangan ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang 
tidak terduga, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut ada hal-hal 
yang tidak bisa dijangkau lagi oleh peraturan perundang-undangan yang 
lama. Undang-undang yang lama harus diperbaharui atau dirubah sama 
sekali. Perubahan ini tentunya tadi berdasarkan perkembangan zaman. 
Perkembangan yang semakin canggih dan maju dengan semua 
teknologinya yang semakin inovatif mengharuskan aturan hukum 
menyesuaikan diri. Penyesuaian ini dilakukan oleh lembaga legislatif 
yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang 
Undang.rancangan undang-undang tersebut kemudian disepakati 
bersama-sama baik dengan anggota legislatif lainnya ataupun bersama 
dengan Presiden.   Hal di dalamnya yang perlu digarisbawahi adalah 
kebaruan dari fenomena yang terjadi sehingga fenomena terbaru tersebut 
dapat dijangkau oleh hukum, yang mana jika ada pelanggaran atau 
penyalahgunaan kekuasaan terhadap aturan baru tersebut bisa dikenakan 
sanksi.  
Jika aturan perundang-undangan tersebut telah disahkan oleh 
badan legislatif bersama presiden, maka aturan tersebut sudah dapat 


































dijalankan dan mengikat bagi seluruh rakyat yang berda di daerah 
teritorial suatu negara. Konsekuensi dari pengesahan ini kemudian 
menyebabkan hukum yang lama terhapus atau tidak digunakan lagi. 
Selain itu undang-undang atau aturan yang baru masih bisa digunakan 
atau berlaku jika ada norma yang tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang baru. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan yang 
baru akan dicantumkan atau dituliskan secara jelas tentang keberlakuan 
hukum yang sebelumnya.   
Dalam hal terjadinya pertentangan antara hukum yang baru 
dengan hukum yang lama, maka yang dimenangkan adalah yang terbaru. 
Dalam hal ini salah satu asas umum perundang-undangan yang kita kenal 
adalah asas lex posterior derogat legi priori yang memiliki arti bahwa 
hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Pada peraturan 
yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang 
lama, sehingga peraturan yang telah diganti dengan pearturan yang baru 
secara otomatis tidak berlaku lagi. Hal ini terjadi apabila terdapat 
pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan 
perturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif 
yang sama. Kalau diundangkan peraturan yang baru dengan tidak 
mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama 
sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan 
perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang lama. Namun biasanya juga di dalam peraturan 


































perundang-undangan dijelaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas 
ini. Contoh yang berkenaan dengan asas ini adalah dalam pasal 76 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sisdiknas. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa: 
‚Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang 
Nomor 48/Prp./1960 Tentang Pengawasan Pendidikan Dan 
Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) Dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku‛.36 
 
Mengenai asas ini Bagir Manan mengatakan bahwa terdapat 
beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya, antara lain:
37
 
1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi hirarkinya 
dari aturan hukum yang lama. Maksud derajat dari perundang-
undangan harus sama atau lebih tinggi dari yang lama adalah erat 
kaitannya dengan heirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia 
yang mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pasal 7 
ayat (1). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Hierarki perundang-
undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUDNRI 1945); 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
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 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
37
 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), 56. 


































c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (PERPU); 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Aturan harus lebih tinggi atau sederajat dalam asas lex posterior 
derogat legi priori artinya aturan perundang-undangan yang baru (lex 
posterior) harus lebih tinggi atau sederajat dengan hukum yang lama 
(lex priori) pada ketentuan hierarki perundang-undangan diatas, misal 
Undang-Undang (UU) harus dengan Undang-Undang (UU), Peraturan 
Pemerintah harus dengan Peraturan Pemerintah dan seterusnya, atau 
bisa oleh yang lebih tinggi. Misal Peraturan Daerah Provinsi dengan 
Undang-Undang dan seterusnya. 
2. Aturan hukum yang baru mengatur aspek yang sama dengan aturan 
yang terbaru. Yang dimaksud dengan aspek yang sama di dalam asas 
lex posterior derogat legi priori ini adalah rumpun peraturan 
perundang-undangan yang terbaru (lex posterior) sama dengan 
peraturan perundang-undangan yang lama (lex priori), misal sama-
sama dalam rumpun hukum hukum perdata, pidana dan lebih spesifik 
lagi misal sama-sama mengatur tentang hukum tindak pidana 
korupsi, kehutanan dan lain-lain.  



































PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR : 
168/PID.SUS/2017/PN.Bla. TENATANG ILLEGAL LOGGING 
 
A. Identitas Terdakwa 
Kasus tindak pidana illegal logging ini dilakukan oleh terdakwa 
yang bernama Suharsono Bin Sumarno. Terdakwa lahir lahir di Blora 
pada tanggal 05 Mei tahun 1973 (umur 44 tahun). Terdakwa yang 
bertempat tinggal di Dukuh Dugong, Rt. 02, Rw. II. Desa Gabusan, 
Kecamatan Jati, Kabupaten Blora ini berprofesi sebagai swasta. 
 
B. Kronologi Kasus 
Kasusu ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 sekitar 
pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih 
termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan Desa Dukuh Ngembang, 
Turut Tanah Dukuh Ngembang, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, 
Kabupaten Blora atau disuatu tempat yang setidak-tidaknya masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora. Pada saat itu 
saksi Antok Karmani H Bin Bawi dan saksi Suyatmin Bin Satimin 
bersama dengan Petugas perhutani mendapati terdakwa Suharsono Bin 
Sumarno sedang mengangkut 25 (dua puluh lima) batang kayu jati dengan 
ukuran masing-masing :  


































Kayu-kayu tersebut diatas kemudian dimasukkan kedalam sebuah 
bronjong atau keranjang yang diikat dengan tali tampar warna hijau pada 
sadel sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol yang dikemudikan 
Terdakwa yang mana kedua puluh lima batang kayu jati tersebut ditutupi 
dengan rumput serta ditaruh diatasnya sebilah sabit. 
 Kemudian saat ditanyakan mengenai surat ijin maupun dokumen 
kelengkapan yang bisa membuktikan mengenai kepemilikan maupun 
Surat Keterangan Sahnya Kayu Jati tersebut terdakwa tidak memilikinya. 
Karena berdasarkan pengamatan sepintas dari saksi Antok Karmani H Bin 
Bawi dan saksi Suyatmin Bin Satimin kedua puluh lima batang kayu jati 
tersebut bukan kayu kampung atau kayu jati yang tumbuh di pekarangan 
milik masyarakat umum melainkan merupakan hasil hutan karena 
berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati tersebut merupakan kayu yang identik 
dengan kayu jati yang berasal dari hutan yang dalam hal ini kawasan 
hutan Perhutani, yang mana oleh Terdakwa selanjutnya kedua puluh lima 
batang kayu jati tersebut akan terdakwa bawa pulang untuk digunakan 
membuat mebel yang selanjutnya mebel tersebut akan dijual. 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Terdakwa bisa 
dinyatakan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 
hasil hutan sehingga potensial menyebabkan kerusakan hutan dan juga 
menyebabkan Negara atau dalam hal ini Perum perhutani KPH Randu 


































blatung menderita kerugian sebesar Rp. 111.836,00 (seratus sebelas ribu 
delapan ratus tiga puluh enam rupiah). 
Kemudian setelah melalui proses penyelidikan perbuatan terdakwa 
diatas oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif 
yang terdiri dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Yang mana dalam 
dakwaan kesatu,  Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan 
pasal 12 huruf b atau c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b atau c Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan dalam dakwaan kedua, 
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 50 ayat (3) 
huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
 
C. Fakta Hukum 
Dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan 
saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta  barang bukti 
yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah 
memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum 
dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
1. Benar  pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB 
di jalan Desa Dukuh Ngembang, Turut Wilayah Tanah Dukuh 
Ngembang, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora pada 
saat saski Antok Karmani H Bin Bawi dan saksi Suyatmin Bin 


































Satimin patroli melihat Terdakwa membawa kayu jati yang 
dimasukkan kedalam sebuah bronjong / keranjang yang diikat dengan  
seutas tali tampar warna hijau dengan sarana angkutnya  1 (satu) unit 
sepeda motor Yamaha Vega R warna biru hitam tanpa plat nomor 
sehingga kedua saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada 
saksi Supomo Bin Pardi melalui telepon sehingga Terdakwa dan 
barang bukti diamankan ke Pabin Randublatung untuk kemudian 
diproses lebih lanju. 
2. Benar saat dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan awal mula 
kejadian ini pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 
WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda 
motor untuk membeli kayu di Dukuh Ngembang, Desa Gabusan, 
Kecamatan Jati, Kabupaten Blora setelah sampai di Dukuh 
Ngembang, Desa Gabusan, terdakwa menghampiri rumah-rumah 
yang mempunyai kayu jati, setelah itu Terdakwa membeli seharga 
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp. 50.000,00 
(lima puluh ribu rupiah) perbatangnya kemudian Terdakwa 
gergajikan dipinggir jalan dengan mesin serkel keliling di Dukuh 
Ngembang menjadi bentuk pesagen berbagai ukuran, disela-sela 
terdakwa menunggu kayu selesai digergaji, Terdakwa mencari 
rumput diarea persawahan di Dukuh Karang, Desa Jati, kecamatan 
Jati, Kabupaten Blora, setelah rumputnya cukup untuk menutupi 
kayu jati, lalu Terdakwa kembali ketempat Terdakwa 


































menggergajikan kayu jati sesampainya disana kayu jati tersebut 
selesai digergaji, lalu Terdakwa naikkan kedalam bronjong / 
keranjang lalu Terdakwa ikat dengan tali tampar dan diatas Terdakwa 
tutupi dengan rumput, supaya kayu tidak terlihat, setelah itu 
Terdakwa pulang kerumah sesampainya di Jalan Dukuh Ngembang, 
Desa Gabusan, kecamatan Jati, Kabupaten Blora dari arah 
berlawanan ada mobil patroli Perhutani lalu menghentikan Terdakwa 
dan membuka bronjong / keranjang yang terdakwa muati kayu jati 
yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, setelah 
itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Pabin 
Randublatung untuk diserahkan di Polres Blora untuk diproses. 
3. Benar akibat perbuatan Terdakwa pihak Perhutani mengalami 
kerugian sebesar Rp. 111. 863, 00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus 
enam puluh tiga rupiah). 
4. Benar berdasarkan keterangan Ahli Sugiyono Bin Patmorejo sebagai 
Penguji Tingkat I KPH Randublatung yang mempunyai tugas 
melakukan pengawasan dan pengujian kayu jati diwilayah KPH 
Randublatung, Kabupaten Blora  diketahui jika Terdakwa membawa, 
mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebanyak 25 (dua puluh lima) batang berbagai ukuran antara 
lain: 
a. 3 (tiga) batang ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm ; 
b. 7 (tujuh) batang ukuran 60 cm x 7 cm x 7 cm ; 


































c. 8 (delapan) batang ukuran 80 cm x 11 cm x 7 cm ; 
d. 5 (lima) batang ukuran 80 cm x 8 cm x 8 cm ; 
e. 1 (satu) batang ukuran 80 cm x 11 cm x 6 cm ; 
f. 1 (satu) batang ukuran 60 cm x 10 cm x 8 cm ; 
Jumlah kubikasi = 0,12920 m³. 
5. Ahli menjelaskan dokumen yang harus dilengkapi dalam membawa , 
mengangkut atau menguasai kayu jati hasil hutan adalah apabila kayu 
jati asal dari hutan yang masih bentuk gelondong harus dilengkapi 
surat keterangan sahnya hasil hutan, apabila kayu jati yang sudah 
bentuk olahan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan (faktur kayu olahan). 
6. Benar sesuai pemeriksaan Ahli berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati 
sortiment C1 tersebut berasal dari dalam kawasan hutan antara lain 
warna teras coklat tua, pori-pori kecil dan padat dan gubal kayu lebih 
tipis. 
 
D. Pertimbangan Hukum Hakim 
Selanjutna penulis akan menguraikan pertimbangan Majelis 
Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga dalam 
putusan tersebut terdakwa Suharsono Bin Sumarno dapat dinyatakan 
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  


































Ada dua pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 
Blora Nomor 168/Pid.Sus/2017/Pn.Bla yaitu unsur sosiologis dan unsur 
yuridis;  
1. Unsur Sosiologis  
Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa antara lain sebagai berikut: 
a. Kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan 
sebagai ‚hasil hutan kayu‛ sedangkan hutan dibawah pemangkuan 
KPH Randublatung yang dirugikan oleh Terdakwa akibat 
perbuatannya dikualifikasikan sebagai ‚kawasan hutan‛. 
b. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan 
hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada terdakwa, 
yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan yaitu  
1) Perbuatan  terdakwa meresahkan masyarakat; 
2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
dalam pencegahan pemberantasan perusakan hutan; 
Hal-hal yang Meringankan: 
1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya  dan menyesali 
serta berjanji tidak mengulanginya lagi; 
2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
3) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; 
4) Terdakwa belum pernah dihukum; 


































2. Unsur Yuridis  
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus dirumuskan 
terlebih dahulu peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan 
tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau 
sifat khas dari larangan tersebut. 
Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dipaparkan dalam 
skripsi ini adalah terkait dengan penjelasan unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) 
huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  
Unsur ‚Setiap Orang‛ yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang 
adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia. Dalam 
kasus ini yang dimaksud setiap orang yaitu terdakwa Suharsono Bin 
Sumarno yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat 
kesalahan mengenai orang (error in persona). 
Unsur ‚Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan‛ bahwa unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa 
elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga unsur kedua ini akan 
terpenuhi apabila terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut ; 
Selanjutnya hakim mempertimbangkan  pengertian  dalam unsur 
ini sebagai berikut; 


































a. Mengangkut adalah memindahkan dari satu tempat ketempat lain ; 
b. Menguasai adalah ada dalam kekuasaannya belum tentu sebagai 
pemilik ; 
c. Memiliki adalah ada dalam kekuasaannya karena kepunyaan ; 
d. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat 
kecil, kayu olahan atau kayu pacakan, yang berasal dari kawasan 
hutan; 
e. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 
f. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen –dokumen 
yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen 
kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ; 
Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :1 
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol adalah alat angkut 
kayu jati 25 (dua puluh lima) batang kayu jati dengan ukuran masing-
masing 3 (tiga) batang dengan ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm, 7 (tujuh) 
batang dengan ukuran 80 cm x 7 cm x 7 cm , 8 (delapan) batang dengan 
ukuran 80 cm x 11 cm x 7 cm, 5 (lima) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm 
x 8 cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 80 cm x 11 cm x 6 cm. 1 (satu) 
batang dengan ukuran 60 cm x 10 cm x 8 cm  dengan kubikasi 3.1292 m³ 
adalah milik Perhutani KPH Randublatung  diakui oleh terdakwa 
diperoleh dari membeli dari seseorang di Dukuh Ngembang, Desa 


































Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora lalu dibawa oleh Terdakwa 
dengan sepeda motor miliknya; 
Pada saat ditangkap oleh saksi Antok Karmani Bin Bawi dan saksi 
Suyatmin Bin Satimin, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu 
jati tersebut dimana untuk mengangkut kayu olahan tersebut  diperlukan 
ijin angkut dari perhutani berupa FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan) 
sehingga beralasan hukum perbuatan terdakwa dalam perkara ini 
dikualifikasikan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 
hasil hutan ; 
Selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah perbuatan 
terdakwa mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut 
dilakukan dengan sengaja atau tidak sebagai berikut : 
Bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana ada                
3 gradasi yaitu : 
a. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan 
maksud orangnya (Opzet als oogmerk) ; 
b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat 
perbuatannya (Opzet bij zekerheidsbewustzijn) ; 
c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapaianya tujuan 
atau akibat perbuatan (Opzet bijmogelijkheidsbewustzijn); 
Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan 
alternatif kedua Penuntut Umum sehingga beralasan hukum apabila  


































Pengadilan  berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , yaitu 
‚Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan‛; 
Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka oleh 
majelis hakim terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 
didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. 
Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur setiap orang dilarang 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan 
dalam ketentuan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur Barang siapa dengan 
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 
sehingga Pengadilan terikat dengan jenis pidana tersebut; 
 
E. Amar Putusan 
Mengingat ketentuan  Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 
(7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 


































Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka 
amar putusan nomor 168/PID.SUS/2017/PN.Bla. sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Suharsono Bin Sumarno   telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
‚Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan‛  sebagaimana 
dalam dakwaan pertama ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharsono Bin Sumarno oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  bulan  dan 
denda sebesar Rp. 111.836,00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus tiga 
puluh enam rupiah)  dengan ketentuan apabila denda  tidak dibayar 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol ; 
Dirampas untuk Negara ; 
25 (dua puluh lima) batang kayu jati dengan ukuran masing-masing: 
a. 3 (tiga) batang dengan ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm ; 
b. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 80 cm x 7 cm x 7 cm ; 
c. 8 (delapan) batang dengan ukuran 80 cm x 11 cm x 7 cm ; 


































d. 5 (lima) batang dengan ukuran 80 cm x 8 cm x 8 cm ; 
e. 1 (satu) batang dengan ukuran 80 cm x 10 cm x 6 cm; 
f. 1 (satu) batang dengan ukuran 60 cm x 10 cm x 8 cm  dengan 
kubikasi 0,12920 m³ m³ ; 
Dirampas untuk Negara Cq. KPH Randublatung ; 
a. 1 (satu) buah bronjong atau keranjang yang diikat dengan tali 
tampar warna hijau ; 
b. 1 (satu) utas tali tampar warna hijau ; 
c. 1 (satu) bilah sabit; 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 









































ANALISIS NASAKH  TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX 
POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI  
 
A. Analisis Kesesuaian Antara Nasakh Dengan Asas Lex Posterior derogat 
Legi Priori 
Pada analisis pertama ini penulis akan mencari terlebih dahulu 
kesesuaian atau kesamaan antara kedua teori diatas yaitu nasakh dan asas 
lex posterior derogat legi priori. Analisis ini bertujuan agar lebih 
memudahkan dalam menentukan nantinya apakah di dalam putusan 
Pengadilan Negeri Blora Nomor:168/pid.sus/2017/PN.Bla. tenang illegal 
logging telah terjadi pengaplikasian atau penerapan prinsip-prinsip 
nasakh sebagaimana juga yang ada dalam asas lex posterior derogat legi 
priori.  
Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam, nasakh diartikan sebagai 
pembatalan suatu hukum Islam oleh suatu dalil yang menyatakan 
pembatalan secara jelas (s}ari>h) atau secara tidak jelas (implisit/d{imni>), 
baik pembatalannya meliputi hukum secara keseluruhan (kulli) maupun 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 250. 


































Asas ini diterangkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 106: 
                          
          
Artinya:  
‚Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan 
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik 
daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu 
mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu‛.2 
Ayat ini kemudian yang dijadikan landasan teori oleh jumhur 
ulama’ yang meyakini adanya konsep na>sikh mansu>kh dalam al-Qur’an. 
Para sarjana klasik (mutaqaddimin) menafsirkan teks tersebut, dan 
beberapa teks senada lainnya, sebagai isyarat bahwa ada sejumlah ayat 




 Dalam hadits, juga biasa terjadi pembatalan hukum. Sebagaimana 
contoh, Nabi Muhammad Saw. pada mulanya melarang orang-orang 
berziarah ke kuburan, karena adanya kekhawatiran terhadap umat Islam 
yang baru mulai dibina itu mengkeramatkan kuburan sehingga mengarah 
kepada kemusyrikan. Akan tetapi, setelah keimanan umat sudah kokoh, 
serta kekhawatiran kemusyrikan itu sudah tidak ada lagi, lalu Rasulullah 
Muhammad Saw. mengubah larangan berziarah ke kuburan tersebut 
melalui sabdanya: 
                                                          
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, 21. 
3
 Rusydie Anwar, Pengantar Ulumul Qur’an dan Ulumul Hadits Teori dan Metodologi, 90.  


































 ُك ْن ُت  َن َه ْي ُت ُك ْم  َع ْن  ِز َي ِة  ْلا ُق ُب ْو ِر  َف َلا ْن  َف ُز َْ ُر َْ َها   
Artinya: 
‚ Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang 
berziarahlah‛4 (H.R Muslim). 
 
Nasakh atau pembatalan hukum ini tidak serta merta dapat di 
berlakukan terhadap semua nas yang ada di dalam al-Qur’an dan sunah. 
Ada beberapa prinsip atau syarat-syarat yang telah disepakati oleh jumhur 
ulama, antara lain: 
1. Na>sikh harus terpisah dari mansu>kh. 
Nas yang membatalkan (na>sikh) itu datang kemudian, karena 
nasakhmenjelaskan berakhirnya pemberlakuan suatu ketentuan 
hukum. Oleh karena itu, na>sikh (yang membatalkan) datang sesudah 
ketentuan hukum yang dibatalkan (mansu>kh) dan kedua ketentuan 
hukum tersebut harus sama kuatnya.
5
 
2. Na>sikh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansu>kh. 
Kaidah umum hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada yang dapat 
menasakh suatu nas kecuali nas yang sama kuat atau yang lebih kuat 
darinya. Sebuah nas tidak dapat menasakh nas yang lebih kuat 
darinya. Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an, sunah, ijma’, dan 
qiyas serta segala keputusan, undang-undang, dan ketetapan 
penguasa. Dari sekian sumber hukum Islam diatas yang merupakan 
sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur’an dan Sunah karena 
                                                          
4
 Al-Imam Muslim, S}ah}i>h} Muslim, 396. 
5
 Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, 251. 


































keduanya membawa dasar-dasar hukum Islam dan hukum-hukumnya, 
baik yang bersifat umum maupun yang khusus.
6
 
3. Na>sikh  dan Mansu>kh harus berupa hukum-hukum syara’. 
Na>sikh  dan Mansu>kh itu terjadi apabila berhubungan dengan hukum 
syara’, bukan berhubungan dengan akidah atau keimanan, sebab 
akidah atau keimanan ini sifatnya sudah paten.  
4. Mansu>kh tidak dibataskan kepada suatu waktu. 
Hukum yang dibatalkan bukanlah ketentuan yang berkaitan dengan 
waktu, dimana bila berakhirnya waktu maka berakhirlah pula 
berlakunya hukum tersebut. 
Dari segi pengertian penulis melihat bahwa baik dalam nasakh 
maupun asas lex posterior derogat legi priori sama-sama terdapat dua 
unsur di dalamnya. Yang pertama, hukum yang terbaru. Yaitu hukum 
yang datangnya kemudia yang berfungsi menghapus hukum yang lama, 
jika dalam nasakh ini disebut dengan na>sikh (yang menghapus). 
Sedangkam di dalam asas lex posterior derogat legi priori ini disebut 
dengan lex posterior (hukum terbaru) yang juga memiliki fungsi yang 
sama. Yang kedua, hukum yang lama. Yaitu hukum yang di hapus oleh 
hukum yang terbaru, jika dalam nasakh ini disebut mansu>kh (yang di 
hapus). Sedangkan di dalam asas lex posterior derogat legi priori ini 
disebut dengan lex priori (hukum lama) yang di hapus atau digantikan 
oleh hukum yang terbaru. 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 252. 


































Kemudian jika melihat dari beberapa prinsip atau syarat di atas 
menunjukkan bahwa tidak semua hukum dalam nas dapat dinasakh sesuka 
hati. Misal dalam prinsip atau syarat yang kedua yaitu Na>sikh harus lebih 
kuat atau sama kekuatannya dengan mansu>kh. Dalam Hukum Islam 
sendiri kita mengenal beberapa sumber yang telah disepakati hierarki atau 
derajatnya oleh mayoritas ulama yaitu al-Qur’an, sunah, ijma’, dan qiyas. 
Untuk terjadinya nasakh maka na>sikh (hukum yang baru) harus sederajat 
atau lebih tinggi dari mansu>khnya (hukum yang lama). Misal al-Qur’an 
oleh al-Qur’an, sunah oleh al-Qur’an, sunah oleh sunah dan seterusnya. 
Hal seperti diatas juga terlihat sama dengan beberapa prinsip yang 
ada di dalam asas lex posterior derogat legi priori sebagaimana dikatakan 
oleh Bagir Manan,
7
 dalam asas lex posterior derogat legi priori aturan 
hukum yang baru (lex posterior) harus sederajat atau lebih tinggi 
hierarkinya dari aturan hukum yang lama (lex priori). Telah dijelaskan di 
bab kedua bahwa yang dimaksud dengan derajat atau hierarki dalam asas 
lex posterior derogat legi priori adalah sesuai dengan hierarki yang ada 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. Misal Undang-Undang (UU) harus 
dengan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah harus dengan 
Peraturan Pemerintah dan seterusnya, atau bisa oleh yang lebih tinggi. 
Misal Peraturan Daerah Provinsi dengan Undang-Undang dan seterusnya. 
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 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, 56. 


































 Representasi adanya asas lex posterior derogat priori di dalam 
peraturan perundang-undangan biasanya juga ada dua katagori. Yang 
pertama, tidak di nyatakan secara langsung bahwa peraturan perundang-
undangan yang lama (lex posterior) dicabut atau dinyatakan tidak berlaku 
lagi oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru (lex priori), dimana 
hal ini hanya diketahui melalui adanya pertentangan antara satu undang-
undang dengan undang-undang lainnya sehingga terjadi tumpang tindih di 
dalamnya. Yang kedua, di dalam peraturan perundang-undangan 
dijelaskan secara eksplisit atau jelas yang mencerminkan asas ini. Contoh 
yang berkenaan dengan asas ini adalah dalam pasal 76 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Dalam 
ketentuan penutup disebutkan bahwa: 
‚Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang 
Nomor 48/Prp./1960 Tentang Pengawasan Pendidikan Dan 
Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) Dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku‛.8 
 
Dalam nasakh juga diketahui ada dua kategori apabila ingin 
melihat nasakh dari segi kejelasannya. Yang pertama, nasakh d{imni< (tidak 
jelas) adalah adanya nas baru yang tidak menyinggung nas sebelumnya, 
tetapi berisi ketentuan yang berlawanan dengan ketentuan yang pertama 
yang tidak mungkin digabungkan sehingga tidak ada jalan lain kecuali 
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 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 


































harus membatalkan hukum yang pertama.
9
 Kemudian yang kedua, yang 
sesuai juga dengan yang terdapat dalam asas lex posterior derogat legi 
priori adalah nasakh s}a>rih (jelas/eksplisit), yaitu adanya suatu nas yang 
membatalkan nas sebelumnya secara jelas, atau bisa  dikatakan bahwa 
nasakh s}a>rih} ini merupakan nasakhyang menyatakan secara jelas bahwa 
hukum yang dimansu>kh telah habis masa berlakunya.10 Menurut Amir 
Syarifudin jika suatu dalil sudah dapat diketahui mana dalil yang lebih 
dahulu datang dan mana dalil yang datang kemudian dan juga telah secara 
jelas tertuang bahwa hukum yang dimansu>kh telah habis masa 
berlakunya. Maka dalil yang datang kemudian tersebut yang diambil dan 
diamalkan untuk diberlakukan.
11
 Contohnya QS. al-Baqarah ayat 142 
                                  
                       
Artinya: 
‚Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, 
‚apakah yang memalingkan mereka (muslim) dari kiblat yang 
dahulu mereka (berkiblat) kepadanya ?‛ katakanlah (Muhammad), 
‚milik Allah lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus.‛‛ 12 
 
Kemudian, Allah SWT berfirman dalam ayat berikutnya yaitu QS. 
al-Baqarah ayat 144 yang secara jelas (s}a>rih{) bahwa ayat ini menasakh 
ayat kiblat yang terdahulu, yaitu Baitul Maqdis yang berbunyi ; 
                                                          
9
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 251. 
10
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 295. 
11
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara 
Komprehensif, 201. 
12
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, 22. 


































                                  
                             
                            
Artinya: 
‚Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, 
Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang 
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan 
dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan 
Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al 
kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke 
Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.‛13 
 
Dari beberapa kesamaan prinsip diatas antara nasakh dan asas lex 
posterior derogat legi priori maka penulis menganggap bahwa asas hukum 
lex posterior derogat legi priori di dalam literatur hukum Islam dikenal 
sama dengan nasakh atau na>sikh mansu>kh. 
 
B. Analisis Nasakh Terhadap Penerapkan Asas Lex Posterior Derogate Legi 
Priori  
Hukum ada memiliki suatu tujuan, yakni menjamin adanya 
kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula 
bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. 
Agar dapat tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, maka dibentuklah 
suatu lembaga yang di dalamnya berisi para penegak hukum yang 
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Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga 
peradilan, yang secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan 
suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari 
kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan 
memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk 
mencapai keadilan, sedangkan keadilan merupakan tujuan yang ingin 
dicapai dari penegakan hukum itu sendiri.
15
 
Salah satu produk yang dihasilkan hakim adalah suatu putusan, 
putusan tidak hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari 
hakim yang memutusnya, namun disisi lain akan menjadi bagian dari 
sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi 
perkembangan hukum di masa mendatang. Putusan yang bukan hanya 
menjelma menjadi media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak 
melainkan sebagai sarana bagi orang untuk mengambil kembali hak-
haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, secara substansial 
putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani 
yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum 
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 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebagai Sebuah 
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Kasus yang dibahas oleh penulis yaitu tentang  penerapan asas lex 
posterior derogat legi priori yang kemudian erat kaitannya pula dengan 
penerapan nilai nasakh atau na>sikh mansu>kh dalam putusan tentang 
tindak pidana illegal logging, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri 
Blora Nomor:168/pid.sus/2017/PN.Bla. Dalam putusan ini terdakwa 
Suharsono Bin Sumarno oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dua 
dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif yang pertama, yaitu dituntut 
menggunakan pasal 12 huruf b atau c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b atau c 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:  
‚Setiap orang dilarang: b. melakukan penebagan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang‛ 
 
Dan dakwaan alternatif yang kedua dituntut menggunakan pasal 50 ayat 
(3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan yang 
berbunyi: 
‚Setiap orang dilarang; h. mengangkut menguasai, atau memiliki 
hasil hutan yang tdiak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan‛ 
 
Dalam amar putusannya hakim memilih dakwaan alternatif yang 
kedua yaitu  pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-
Undang Kehutanan dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh)  
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bulan  dan denda sebesar Rp. 111.836,00 (Seratus sebelas ribu delapan 
ratus tiga puluh enam rupiah) dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut 
adalah pasal yang paling relevan dengan fakta hukum yang ditemukan dan 
unsur-unsur yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi, yaitu: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 
hasil hutan. 
Jika penulis memerhatikan direktori putusan diatas alangkah 
baiknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam memerhatikan dakwaan dan 
perkara yang ditangani olehnya. Sebab dari putusan diatas ada hal yang 
masih mengganjal terkait penerapan pasalnya, yang mana jika kita lihat 
lagi pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang 
Kehutanan sebenarnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.   
Di dalam undang-undang terbaru yang juga mengatur tentang 
meteri tindak pidana illegal logging yaitu undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan sudah secara eksplisit dan tegas 
dinyatakan bahwa pasal yang diterapkan oleh hakim diatas telah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 112 ketentuan penutup dalam 
undang-undang terbaru menyatakan: 
‚pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan pasal 
50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, 
serta huruf k; dan b. ketentuan pasal 78 ayat (1) mengenai 


































ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) 
mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan 
huruf b, ayat (6), ayat (7) ayat (9) dan ayat (10) dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  sebagaiman 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tantang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku‛.17  
   
Mengenai pasal yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
seperti kasus diatas seharusnya tidak diterapkan lagi dalam menjatuhkan 
sanksi kepada terdakwa, oleh karena sudah muncul undang-undang 
sederajat yang terbaru yang mengatur tentang materi yang sama dengan 
sebelumnya, hal ini bersesuaian dengan asas hukum lex posterior derogate 
legi priori yang mempunyai arti ‚hukum yang terbaru mengesampingkan 
hukum yang lama‛, maka sudah sepatutnya tidak diterapkan lagi. 
Mengenai asas ini Bagir Manan mengatakan bahwa terdapat 
beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya, antara lain:
18
 
1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi hirarkinya 
dari aturan hukum yang lama. 
2. Aturan hukum yang baru mengatur aspek yang sama dengan aturan 
yang terbaru. 
Melihat dari perundang-undangan yang diterapkan di dalam 
putusan ini bisa dilihat bahwa jenisnya adalah undang-undang, begitu pun 
dengan peraturan yang terbaru yang mencabutnya jenisnya juga undang-
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undang. Begitu pula materi atau aspek yang dimuat di dalam pasal yang 
lama yaitu pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang 
Kehutanan, dengan pasal yang terbaru yaitu pasal 12 huruf e Jo pasal 83 
ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah 
sama yaitu mengatur tentang pengangkutan, penguasaan, atau 
kepemilikan hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan. Dengan begitu secara otomatis asas ini 
melekat di dalamnya, yang kemudian karena berlakunya asas ini terhadap 
kedua pasal diatas maka diperkuatlah degan pasal 112 ketentuan penutup 
yang dengan tegas menyatakan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat 
(7) Undang-Undang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.   
Hakim dalam surat putusannya juga terlihat lalai dengan sama 
sekali tidak mempertimbangkan keberlakuan asas lex posterior derogate 
legi priori sebagaimana diatas, hakim hanya mempertimbangkan 
mengenai subtansi dari unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan. Padahal 
hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan membatalkan 
surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum apabila surat 
dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat termasuk pasal yang digunakan 
untuk menuntut sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.   
Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya 


































dibatalkan demi hukum oleh majelis hakim. Dalam pasal 143 ayat (2) 
KUHAP menyatakan: 
‚penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur 
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan‛. 
Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan ‚surat dakwaan yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf b batal demi hukum.
19
 
Dalam hal ini penulis juga ingin mengutip putusan hakim yang 
persis memeriksa kasus yang sama dengan yang penulis bahas, yaitu 
putusan pengadilan negeri Ketapang no: 68/Pid.Sus/2014/PN.KTP.
20
 Di 
dalam putusan tersebut hakim menyatakan bata demi hukum surat 
dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum oleh karena pasal 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 50 ayat (3) 
huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan sudah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hakim beralasan bahwa syarat materil 
dari surat dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat (2) KUHAP belum 
terpenuhi, hakim menilai meskipun dalam surat dakwaan tersebut 
sebenarnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menguraikan dengan 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, akan tetapi 
peraturan perundang-undangan yang didakwakan terhadap terdakwa 
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sudah tidak berlaku lagi maka sudah seharusnya menurut hukum kepada 
terdakwa harus didakwa dengan perundang-undangan yang berlaku 
(positif) pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. 
Karena peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi penuntut 
umum dalam mendakwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  
Menurut Yahya Harahap yang dapat membatalkan surat dakwaan 
sebagaimana dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP oleh karena tidak 
bersesuaian dengan asas lex posterior derogate legi priori diatas maka 
dapat dikatakan hakimlah yang memiliki wewenang itu, karena secara 
prosesual pemeriksaan dan penelitian terhadap surat dakwaan 
berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai 
dengan prinsip proses persidangan, telah meletakkan wewenang dan 
tang\gung jawab sepenuhnya pemeriksasan perkara kepada hakim yang 
memimpin persidangn. Atas dasar prinsip ini yang berwenang 




Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara memang 
seharusnya berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum. Namun hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk 
tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum 
sebagaimana yang termaktub di atas. Hakim apabila melihat pertentangan 
atau tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang 
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yang lainnya apalagi sudah jelas disebutkan bahwa undang-undang yang 
terbaru mencabut undang-undang yang lama, maka sudah seharusnya 
hakim kembali kepada asas lex posterior derogat legi priori sehingga 
tidak menimbulkan dualisme hukum di dalam masyarakat. 
Ketidaktelitian hakim dalam melihat dan menerapkan asas  lex 
posterior derogat legi priori dalam putusan diatas juga secara tidak 
langsung mengabaikan nilai-nilai dan prinsip na>sikh mansu>kh (nasakh) 
yang ada di dalam hukum Islam sebagaimana telah diakui di analisis 
pertama tadi.  
 






































Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan analisis 
kesesuaian antara nasakh dengan asas lex posterior derogat legi priori 
serta analisis nasakh terhadap penerapkan asas lex posterior derogate legi 
priori dalam putusan di atas. Maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Teori nasakh dan asas lex posterior derogat legi priori memiliki 
kesamaan. Hal ini terlihat dari adanya kesesuaian atau kesamaan mulai 
dari segi unsur pengertian dan beberapa prinsip nasakh dengan asas lex 
posterior derogat legi priori antara lain na>sikh harus lebih kuat atau 
sama kekuatannya dengan mansu>kh yang berarti aturan hukum yang 
baru harus sederajat atau lebih tinggi hirarkinya dari aturan hukum 
yang lama. Kemudian kesamaan antara tidak di nyatakannya secara 
langsung dan dinyatakannya secara langsung atau jelas adanya asas lex 
posterior derogat legi lex priori dalam aturan hukum terbaru, yang 
dalam nasakh ini disebut nasakh d{imni< (tidak jelas) dan nasakh s}a>rih{ 
(jelas). 
2. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori ditinjau dari teori 
nasakh menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara illegal 


































logging dalam putusan pengadilan negeri Blora No. 
168/Pid.Sus/2017/PN.Bla, dalam putusan tersebut hakim justru 
mengesampingkan asas tersebut. Hal ini terbukti bahwa hakim tidak 
mempertimbangkan bahwa pasal dakwaan tersebut telah dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi karena ada peraturan baru yang 
materinya sama yang telah berlaku positif. Dari segi nasakh 
pengabaian terhadap asas lex posterior derogat legi priori di atas secara 
tidak langsung juga mengabaikan nilai-nilai dan prinsip na>sikh 
mansu>kh (nasakh) yang ada di dalam hukum Islam sebagaimana telah 
diakui di analisis pertama tadi. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 
bahwa demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa 
menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam 
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